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Menimbang

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2O2I

TENTANG

HARMONI SASI PERATURAN PERPAJAI(AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
adil, makmlrr, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban
warga negara dan penduduk Indonesia, perlu
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan
kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;

bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian
yang berkelanjutan dan mendukung percepatan
pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi
fiskal yang berfokus pada perbaikan delisit anggaran dan
peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan
melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja
penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan,
peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem
perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan
kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela
Wajib Pajak;

bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang
berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan
peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta
pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa
program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1

(satu) Undang-Undang secara komprehensif;

d. bahwa...

a.

b.

c.
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n. jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa
penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir
yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau
pengusaha pengelola tempat parkir kepada
pengguna tempat parkir yang merupakan objek
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

o. dihapus;

p. dihapus; dan

q. jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan
pelayanan penyediaan makanan dan minuman
yang merupakan objek pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pajak
daerah dan retribusi daerah.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah,
ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), serta penjelasan
ayat (21 Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam
penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku
pada tanggal 1 April 2022;

b. sebesar l2o/o (dua belas persen) yang mulai
berlaku paling lambat pada tanggal
1 Januari2025.

(21 Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen)
diterapkan atas:

a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

c. ekspor Jasa Kena Pajak.

(3) Tarif ...
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